BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diperkuat dengan hasil observasi
dilapangan, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pengelolaan
sungai di kota Banjarmasin masih terus berlanjut hingga sekarang dengan beberapa
dukungan-dukungan dari segi internal seperti tersedianya fasilitas-fasilitas
infrastruktur dan dana yang disediakan maupun dari segi eksternal seperti adanya
petugas kebersihan pengangkut sampah/limbah rumah tangga dari rumah pinggiran
sungai ke tempat pembuangan sampah.

Implementasi pengelolaan sungai di kota Banjarmasin dalam perjalanannya
hingga sekarang cenderung mengalami lebih banyak hambatan-hambatan baik dari
segi internal maupun eksternal mengakibatkan pengimplementasian pengelolaan
sungai di kota Banjarmasin sangat lambat dan dapat dikategorikan belum efektif.
Implementasi pengelolaan sungai di kota Banjarmasin dapat dijalankan secara
efektif jika pemerintah kota dan seluruh masyarakat di kota Banjarmasin satu
pemahaman, bekerja sama lebih erat dan saling memainkan peran masing-masing
secara bersungguh-sungguh untuk memelihara dan menjaga sungai.

Implementasi pengelolaan sungai di kota Banjarmasin yang menghadapi
begitu cukup banyak permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaksana
kebijakan sehingga terkesan sangat lambat berjalan. Berdasarkan hasil pembahasan

setidaknya terdapat lebih dari satu permasalahan atau hambatan yang dialami
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pelaksana kebijakan dalam substansi teori Edward yang meliputi lingkup
komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut adalah beberapa contoh hambatan dari lingkup komunikasi,
sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi yang menurut Peneliti cukup
krusial:

1. Komunikasi: Contoh pertama adalah proses sosialisasi dan pemantauan dari
pemerintah dianggap kurang sehingga berdampak kepada aktivitas
pemerintah terhadap kegiatan implementasi setelahnya, dan contoh yang
kedua adalah sistem informasi sungai terutama di internet belum lengkap,
tidak merata, dan sedikit susah diakses oleh masyarakat umum seperti yang
Peneliti alami.

2. Sumber-sumber: Contoh pertama adalah dana dalam jumlah terbatas sehingga
berdampak kepada segala kegiatan-kegiatan implementasi pengelolaan
sungai seperti sulitnya normalisasi bangunan pinggiran sungai yang
dipandang masih cukup banyak, dan contoh kedua adalah lemahnya
penegakan hukum bagi pelanggar oleh aparat penegak hukum.

3. Disposisi: Contohnya adalah terlalu terfokus melakukan kegiatan
implementasi pengelolaan sungai di sungai-sungai kategori sungai besar
seperti di jantung sedangkan kategori sungai kecil begitu sangat lambat
berjalan dalam pengimplementasiannya.

4. Birokrasi: Contoh pertama adalah kejelasan eksistensi bidang sungai dinas
PUPR kota Banjarmasin yang sepertinya harus dikembalikan ke dinas

Sumber Daya Air karena ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia
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Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dan contoh kedua adalah
pemangku sungai yang hanya berperan untuk menstimulasi keikutsertaan dan
pemandu masyarakat sekitarnya dalam peran serta mengelola sungai tidak
mampu menindaklanjuti hukum/sanksi kepada masyarakat sekitarnya yang

melanggar peraturan dilingkup sungai.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan proses implementasi pengelolaan sungai di kota
Banjarmasin, maka Peneliti menyarankan beberapa masukan kepada pembuat
kebijakan daerah maupun pelaksana kebijakan diantaranya adalah:

1. Dukung eksistensi petugas kebersihan pengangkut sampah/limbah rumah
tangga terutama petugas yang berada di perumahan pinggiran sungai kota
Banjarmasin. Apabila petugas tersebut tidak mempunyai alat mumpuni untuk
mengangkut sampah/limbah maka pelaksana kebijakan perlu membantu
sediakan peralatan dan apabila tidak mendapat dukungan warga sekitar
perumahan pinggiran sungai untuk membayar iuran sampah maka pelaksana
kebijakan perlu membantu menyediakan upah jasa untuk petugas kebersihan
sampah/limbah.

2. Segera normalisasi bangunan pinggiran sungai yang dibangun setelah tanggal
16 Januari 2008.

3. Meningkatkan pelayanan sistem informasi sungai di internet dengan cara fast
respon terkait ruang interaktif dan menginput data lebih lengkap seperti

menampilkan nama-nama sungai yang baru di update dalam Surat Keputusan
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Wali Kota Banjarmasin Nomor 647 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sungai
Sebagai Fasilitas Umum dan Aset Pemerintah Kota Banjarmasin,
menampilkan letak posisi sungai di kelurahan atau kecamatan apa, kemudian
menampilkan kondisi sungai apakah dangkal atau dalam, apakah mengalir
atau tidak, apakah bisa dilalui kendaraan air atau tidak.

. Eksistensi pelaksana kebijakan seperti bidang sungai dinas PUPR kota
Banjarmasin perlu ditegaskan eksistensinya apakah tetap dipertahankan
berupa  bidang di dinas PUPR kota Banjarmasin  atau
mengembalikan/mendirikan kembali dinas Sumber Daya Air sebagaimana
amanat pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air.

. Optimalkan pelaksanaan implementasi peraturan daerah terutama Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2007 Tentang Pengelolaan sungai
seperti memperbaiki seperti tata bahasa kata Walikota menjadi Wali kota
sesuai EYD, atau bila perlu dipelajari kembali seperti permasalahan beberapa
pasal yang dianggap kurang berjalan optimal seperti pasal 7, pasal 10, pasal
15 dan pasal 17.

. Pasal 25 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, pembahasan pemangku
sungai yang telah dikukuhkan oleh Wali kota Banjarmasin maka Peneliti
beranggapan dirasa perlu pemangku sungai diberikan tugas pengawasan
sungai secara berkala dengan hasil laporan ditujukan untuk memudahkan

pelaksana kebijakan lainnya bertindak lebih lanjut terhadap sungai-sungai.
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Apabila tidak dimungkinkan maka bentuklah istilahnya Pelindung Sungai
atau Penjaga Sungai atau Pengawas Sungai atau Pelapor Sungai sebagai
upaya lebih lanjut dalam menjaga sungai.

. Demi mengoptimalkan BAB XII tentang ketentuan pidana pada Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai, alangkah baiknya
masyarakat kota Banjarmasin disediakan fasilitas ruang khusus hanya untuk
melapor peristiwa-peristiwa pidana pelanggaran lingkup sungai walaupun
hanya bermodalkan foto-foto beserta lokasi kejadian sehingga memudahkan

pelaksana kebijakan bertindak lebih lanjut.
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